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The concept of political participation originates from the understanding that sovereignty is in 
the hands of the people, which is carried out through joint activities to determine the goals 
and future of the community and to determine the people who will hold the reins of 
leadership. So political participation is an exception to the implementation of legitimate 
political power by the people. Problem Formulation: How is the political participation of the 
people of Cimahi Tengah Subdistrict, Cimahi City in the election for mayor in 2017. In this 
study the author uses a quantitative method. Quantitative research, as the name implies, is 
required to use numbers, starting from data collection, interpretation of the data, and the 
appearance of the results. So the researcher used survey research. The conclusions were as 
follows: There is a relevance between political education and political participation. This 
shows that political participation is not only influenced by variables, namely political 
education, but there are other variables that influence political participation which are not 
examined in this study. 
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Abstrak 
Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang 
dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masadepan 
masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. 
Jadi partisipasi politik merupakan pengecualian dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang 
absah oleh rakyat.Rumusan Masalah : Bagaimana partisipasi politik masyarakat Kecamatan 
Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam pemilihan Wali Kota Tahun 2017. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif sesuai dengan namanya 
banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 
data tersebut, serta penampilan hasilnya. Maka peneliti menggunakan penelitian 
survey.Kesimpulan sebagai berikut: Terdapat relevansi antara pendidikan politik, partisipasi 
politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Partisipasi Politik tidak hanya dipengaruhi oleh 
variabel yaitu Pendidikan Politik saja, namun masih terdapat variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi Partisipasi Politik yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Pendidikan Politik; Partisipasi politik. 
 
PENDAHULUAN 
Kedaulatan rakyat berarti sebuah 
negara menjunjung demokrasi, namun 
tidak semua negara bisa dikatakan sebagai 
negara yang demokrasi meskipun 
menyatakan menggunakan dan 
menjunjung demokrasi, adapun ciri 
sebuah negara menggunakan demokrasi 
adalah adanya hak kebebasan terhadap 
rakyat dalam kehidupan maupun 
pemerintahan yang diatur dalam 
konstitusi negaranya, kemudian negara 
yang demokrasi adalah negara yang 
dimana rakyatnya tidak pasif dalam 
kontek negara baik dalam aturan maupun 
perilaku, namun lebih menitik beratkan 
pada pemberian ruang bagi rakyat untuk 
berpartisipasi dalam bernegara salah 
satunya dalam proses pemilihan umum. 
Sebagai perwujudan bukti sebuah 
negara menerapkan sistem demokrasi 
ialah dengan menggelar perhelatan 
pemilihan umum. Sistem pemilihan umum 
merupakan salah satu sistem atau 
kelembagaan penting di dalam sistem 
demokrasi. Penerapan sistem pemilihan 
umum di Indonesia masih terbilang belum 
sepenuhnya mampu mempresentasikan 
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kehendak masyarakat Indonesia baik di 
daerah perkotaan terlebih-lebih di daerah 
pedesaan atau dusun sekalipun. 
Pelaksanaan partisipasi oleh rakyat 
juga harus diwarnai dengan beberapa 
prinsip yakni harus adanya kesempatan 
yang sama bagi segenap rakyat tidak 
memandang darimana apalagi diklasifikasi 
berdasarkan perbedaan, kemudian adanya 
kesempatan dalam memperjuangkan 
pandangan secara  individual maupun 
secara kelompok, dan perlakuan yang 
sama tidak membedakan apalagi 
mementingkan salah satu kelompok dan 
merugikan kelompok lain.    
Masyarakat Indonesia pada umumnya 
telah mampu mengikuti proses pemilu dan 
menghormati hasil pemilu, namun pemilu 
di Indonesia masih banyak menghadapi 
kendala-kendala dalam pelaksanaannya. 
Pemilu menjadi indikator yang paling 
mudah dalam menentukan sebuah negara 
tersebut demokratis atau tidak, karena 
Pemilu memberikan sebuah momentum 
kepada masyarakat untuk menentukan 
arah perkembangan sebuah negara.   
Begitu pula yang terjadi pada proses 
sistem demokrasi yang terjadi pada Kota 
Cimahi dalam pelmilukada serentak pada 
Februari 2017, dimana masyarakat Kota 
Cimahi ikut dalam pagelaran pesta 
demokrasi memilih calon wali kota dan 
wakil wali kota periode 2017/2022. 
Namun dari hasil pengamatan,  jumlah 
partisipasi masyarakat mengalami 
penurunan angka pemilih dari tahun 
pemilihan sebelumnya, dimana ini 
diakibatkan kurangnya pemahaman serta 
pendidikan politik masyarakat dalam 
pemilihan Kepala Daerah setempat, 
ditambah kurangnya tingkat kepercayaan 
masyarakat dalam mengatasi masalah 
yang ada di sekitarnya.  
Memahami pendidikan politik di 
masyarakat merupakan hal yang sangat 
menarik untuk diketahui. Karena 
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pendidikan politik itu merupakan suatu 
proses dialogik diantara pemberi dan 
penerima pesan. Melalui proses ini para 
anggota masyarakat mengenal dan 
mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan 
simbol-simbol politik negaranya dari 
berbagai pihak dalam sistem politik seperti 
sekolah, pemerintah, dan partai politik. 
Pendidikan politik mengajarkan 
masyarakat untuk lebih mengenal sistem 
politik negaranya. 
Seperti yang di sebutkan dalam pasal 
1 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008 tentang 
partai politik yang menyebutkan bahwa 
pendidikan politik merupakan proses 
pembelajaran dan pemahaman tentang 
hak, kewajiban, dan tanggung jawab 
setiap warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Menurut pasal 
tersebut jelas dikatakan bahwa partai 
politik berhak memberikan pendidikan 
politik kepada setiap warga negara dan 
seiap warga negara juga berhak menerima 
pendidikan itu. Misalnya pendidikan 
politik yang diberikan oleh partai politik 
kepada masyarakat, disini partai politik 
memberikan pendidikan politik secara 
berkala kepada masyarakat. Dengan 
adanya pendidikan politik yang diberikan 
oleh partai politik, maka masyarakat mulai 
memahami apa itu politik dan pendidikan 
politik. Dengan adanya pendidikan politik 
yang diberikan, maka masyarakat juga 
akan dapat memberikan partisipasi yang 
tepat bagi negaranya, seperti 
berpartisipasi dalam memberikan suara 
pada pemilihan umum. 
Dalam setiap Pemilu, masalah 
Golongan Putih (Golput) sering menjadi 
wacana yang hangat dan krusial. Meski 
tidak terlalu signifikan, tetapi ada 
kecenderungan atau trend peningkatan 
jumlah Golput dalam setiap pemilihan. 
Bahkan Golput adalah jumlah terbesar di 
hampir setiap pemilihan di gelar. Sejatinya 
Golput adalah fenomena yang alamiah. 
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Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh 
jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, 
jumlah Golput akan di anggap sehat jika 
jumlah Golput dalam kitaran 30 persen, 
meski banyak pemilihan jumlah Golputnya 
melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 
persen. Hasil survei dari LSI (Lembaga 
Survei Indonesia) merata-ratakan total 
partisipasi politik rakyat dalam Pilkada 
sekitar 60 persen atau dengan kata lain 
rata-rata jumlah Golput mencapai 40 
persen. Besar kecilnya dan maksimal 
tidaknya jumlah golput akan sangat 
tergantung dari upaya yang dilakukan. 
Negara Indonesia adalah negara 
hukum, dimana pada Pasal 23 ayat 1 UU 
No.39 Tahun 1999. “Setiap orang bebas 
untuk memilih dan mempunyai keyakinan 
politiknya” dan Pasal 43 ayat 1 UU No.36 
Tahun 1999 “Setiap warga negara berhak 
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 
umum berdasarkan persamaan hak 
melalui pemungutan suara yang langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”, umumnya itu 
adalah landasan seseorang melaksanakan 
politik dalam pemilihan umum, adapun 
dalam melaksanakan pemilihan umum 
tersebut menurut Ramlan (1992:181), 
Pemilu diartikan sebagai” mekanisme 
penyeleksian dan pendelegasian atau 
penyerahan kedaulatan kepada orang atau 
orang yang dipercayai”.   Pelaksanaan 
tersebut tidak lepas dari partisipasi 
masyarakat itu sendiri, dimana menurut 
Miriam Budiardjo (2008:367), sebagai 
definisi umum dapat dikatakan bahwa 
partisipasi politik adalah kegiatan seorang 
atau kelompok orang untuk ikut serta 
secara aktif dalam kehidupan politik.  
Berkaitan dengan Negara-negara baru 
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson 
dalam No easy choice: political 
participation in developing countries 
memberi tafsir yang lebih luas dengan 
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memasukkan secara eksplisit tindakan 
illegal dan kekerasan. Partisipasi politik 
adalah kegiatan warga negara yang 
bertindak secara pribadi-pribadi, yang 
dimaksud untuk memengaruhi pembuatan 
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi 
bisa bersifat individual atau kolektif, 
terorganisir atau spontan, mantap atau 
sporadis, secara damai atau dengan 
kekerasan, legal atau illegal, efektif atau 
tidak efektif (Miriam Budiardjo, 2008:367)  
Di Negara-negara demokrasi konsep 
partisipasi politik bertolak dari paham 
bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, 
yang dilaksanakan melalui kegiatan 
bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan 
serta masadepan masyarakat itu dan 
untuk menentukan orang-orang yang akan 
memegang tampuk pimpinan. Jadi 
partisipasi politik merupakan pengecualian 
dari penyelenggaraan kekuasaan politik 
yang absah oleh rakyat. Anggota 
masyarakat yang berpartisipasi dalam 
proses politik, misalnya melalui pemberian 
suara atau kegiatan lain, terdorong oleh 
keyakinan bahwa melalui kegiatan 
bersama itu kepentingan mereka akan 
tersalur atau sekurang-kurangnya di 
perhatikan, dan bahwa mereka sedikit 
banyak dapat mempengaruhi tindakan 
dari mereka yang berwenang untuk 
membuat keputusan yang mengikat. 
Dengan kata lain, mereka percaya bahwa 
kegiatan mereka mempunyai efek politik 
(political efficacy). (Miriam Budiardjo, 
2008:368)  
Dari pembahasan cikal-bakal 
pendidikan politik serta pembahasan 
mengenai partisipasi politik, penulis 
mengambil tema berjudul “Pendidikan 
Politik, Partisipasi Politik Masyarakat dan 
Relevansinya dengan Pendidikan 
Kewarganegaraan” 
METODE 
Metode penelitian adalah cara yang 
digunakan untuk peneliti mendapatkan 
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data dan informasi mengenai berbagai hal 
yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Silalahi (2012:12) Istilah metode, 
berasal dari kata methodos (Yunani berarti 
cara atau jalan. Menyangkut dengan 
upaya ilmiah, metode dihubungkan 
dengan cara kerja, yaitu cara kerja untuk 
dapat memahami objek yang menjadi 
sasaran ilmu yang bersangkutan. 
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode kuantitatif.  
Menurut Suharsimi (2013:27) menjelaskan 
penelitian kuantitatif sesuai dengan 
namanya banyak dituntut menggunakan 
angka, mulai dari pengumpulan data, 
penafsiran terhadap data tersebut, serta 
penampilan hasilnya. Maka peneliti 
menggunakan penelitian survey.   
Menurut Nazir (2005:56), metode 
survey adalah penyelidikan yang diadakan 
untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-
gejala yang ada dan mencari keterangan-
keterangan secara faktual, baik tentang 
institusi sosial, ekonomi, atau pun politik 
dari suatu kelompok. Metode ini 
membedah dan menguliti serta mengenal 
masalah-masalah serta mendapatkan 
pembenaran terhadap keadaan dan 
praktik-praktik yang sedang berlangsung 
dalam metode survey juga dikerjakan 
evaluasi perbandingan-perbandingan 
terhadap hal-hal yang telah dikerjakan 
orang dalam menangani situasi atau 
masalah yang serupa dan hasilnya dapat 
digunakan dalam pembuatan rencana dan 
pengambilan keputusan di masa 
mendatang. Penyelidikan dilakukan dalam 
waktu yang bersamaan terhadap sejumlah 
individu atau unit, baik secara sensus atau 
dengan menggunakan sampel. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian ini disajikan deskripsi 
data masing-masing variabel berdasarkan 
data yang diperoleh di lapangan. Populasi 
penelitian ini adalah masyarakat yang 
Cimahi Tengah yang di ambil sampel dari 3 
kelurahan di cimahi tengah dengan jumlah 
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67,168 
sampel 30jiwa. Deskripsi data disajikan 
merupakan data yang telah diolah.  
Berdasarkan penjelasan data pada 
setiap indikator, maka selanjutnya akan 
dilakukan perhitungan statistik deskripsi 
untuk memperoleh gambaran tentang 
variabel pendidikan politik (X). Dengan 
Mengoperasionalkan program SPSS. 
Berikut ini adalah hasil perhitungannya: 
 
Tabel: Deskriptif Pendidikan Politik (X) 
 
  Statistic 
Pend. Politik (X) Mean 67.16 
   
 
Merujuk pada tabel di atas, 
diperoleh nilai mean untuk variabel 
pendidikan politik (X) adalah 67.16. 
Dengan melakukan klasifikasi kategori 
terhadap 4 opsi jawaban dari 10 item 









Berdasarkan klasifikasi tersebut 
dapat dikatakan bahwa, variabel 
pendidikan politik (X) tergolong pada 
kategori ‘Baik’. Selanjutnya, gambaran 
lengkap mengenai kondisi pendidikan 
politik (X), dari 30 responden menunjukan 
bahwa,  terdapat 1 % dari total responden 
berada pada kategori kurang baik, 16% 
dari total responden berada pada kategori 
sangat baik, 21% dari total responden 
berada pada kategori cukup baik, dan 62 
% dari total responden berada pada 
kategori baik. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat gambar dibawah ini: 
17,00 34,00 51,00 85,00 68,00 0,00 
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik  








a. Partisipasi Politik 
Data variabel Partisipasi Politik 
diperoleh melalui angket yang terdiri dari 
10 butir pernyataan dengan meng
4 alternatif jawaban dimana 4 untuk skor 
tertinggi dan 1 untuk skror terendah. 






Merujuk pada tabel di atas, 
diperoleh nilai mean untuk variabel 
Partisipasi Politik (Y) adalah 121,92. 









Tidak Baik Kurang Baik




 Kondisi pendidikan politik (X) 
gunakan 
Partisipasi Politik dengan menggunakan 
program komputer SPSS Statistic 20 
memperoleh gambaran tentang variabel 





 Deskriptif Partisipasi Politik (Y) 
 
 Statistic
 (Y) Mean 38.92
  
terhadap 4 opsi jawaban dari 10 item 








Cukup Baik Baik Sangat Baik
20,00 30,00 40,00 












Berdasarkan klasifikasi tersebut 
dapat dikatakan bahwa, partisipasi politik 
(Y) tergolong pada kategori ‘Baik’
Berdasarkan klasifikasi tersebut 
dapat dikatakan bahwa, variabel 
partisipasi politik (Y) tergolong pada 
kategori ‘Baik’. Selanjutnya, gambaran 
lengkap mengenai kondisi 




Hasil penelitian ini mengindikasikan 
bahwa semakin tinggi Pendidikan Politik , 
akan diikuti oleh meningkatnya perubahan 
Partisipasi Politik. Hasil penelitian ini 
didukung oleh pendapat Surbakti 
(2010:184) menyebutkan tinggi rendahnya 
Partisipasi Politik seseorang dipengaruhi 





bahwa,  terdapat 9 % dari total 
berada pada kategori cukup baik, 6% dari 
total responden berada pada kategori 
sangat baik, dan 15% dari total responden 
berada pada kategori baik. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada pie gambar 
dibawah ini: 
 
 Kondisi partisipasi politik 
oleh kesadaran politik dan kepercayaan 
kepada pemerintah (sistem politik). 
Kesadaran politik ialah kesadaran akan 
hak dan kewajiban sebagai warga Negara. 
Hal ini menyangkut pengetahuan 
seseorang tentang lingkungan masyarakat 
dan politik, dan menyangkut minat dan 
6%
15%
9%Cukup Baik Baik Sangat Baik
responden 
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perhatian seseorang terhadap lingkungan 
masyarakat dan politik tempat dia hidup. 
Terkait pendidikan Politik sebagai konsep 
sentral perilaku politik, Surbakti (2010: 
187) menjelaskan pendidikan Politik 
melalui pendekatan psikologi sosial. 
Surbakti menjelaskan bahwa pendekatan 
psikologis sosial sama dengan penjelasan 
yang diberikan dalam model perilaku 
politik. Salah satu konsep psikologi sosial 
yang digunakan untuk menjelaskan 
perilaku untuk memiliki pada pemilihan 
umum berupa identifikasi partai. Konsep 
ini merujuk pada persepsi pemilih atas 
partai-partai yang ada atau keterikatan 
emosional pemilih terhadap partai 
tertentu. Konkretnya, partai yang secara 
emosional dirasakan sangat dekat 
dengannya merupakan partai yang 
selaludipilih tanpa terpengaruh oleh 
faktor-faktor lain. Selain itu, tingkah laku 
psikologis menerjemahkan bahwa dalam 
tingkah laku politik adalah ia (manusia) 
bersama kepentingan, tujuan, dan 
motivasi yang mengakibatkan proses 
belajar, pemahaman, kognisi, dan 
simbolis. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: pendidikan 
politik  memberikan pengaruh positif. 
Oleh karena itu perlunya pendidikan 
politik dalam hal ini pendidikan 
kewarganegaraan bagi masyarakat guna 
memberikan pemahaman dan informasi 
terkait politik yang mampu menimbulkan 
kesadaran politik bagi masyarakat 
sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 
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